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Abstract

The Faunding Father want to esfab/ish political democracy as well as
economic democracy in free lndomnesia, as sfafed in Article 33 Consfifution in the
year '!945. tsut the message of Article 33 in "the farnilial principle" tends to have many
int*rpretations and give the justifieation to tke corruption, collutian and nepotism
practices" Therefare "familial principle" is often considered as "fanily systefit" or
'family principle".
ln fact there are twa contradicfion vievvs rn processing arnendment of Artiele 33
Constitutian in tke year '1945 diametrieally. First, who want the changing of tatal
formulatian an Chapier Socra/ Welfare, specal/y Article 33. Moreover there r"s wfto
want ta omit "fanilial principle". Second, wha want to continue Afticle 33 although
there is additiona! paragraph.
The amendment result af Article 33 Consflfution in the year '1945 paragraph (4)
consislenf to dsfentl Economic Dernocracy, and still position in the cenfnsf by taking
elements which can be received either from capitalistm or socialism.

Key Words : Econamic fremocraey, Amendment of Article 33 Consfifution in the
1945,

A. PENDAHULUAN.

Dalam perjalanan pernbangunan bangsa lndonesia ternyata dengan
diNatar belakangi keputusan politik untuk mengutamakan pembangunan
ekonomi yang harus didukung oleh sfabddas nasional. Dan stabilitas nasional
itu dapat dicapai melalui lernbaga eksekutif (pemerintah yang kuat). Latar
belakang inilah yang dapat menyebabkan jalannya pernerintahan tidak
berjalan demokratis, sedangkan konstitr.rsinya sendiri jelals-jelas memilih
"dernokrasi" sebagai salah satu asasnya. Cleh the faunding fathers, corak dari
demokrasi itu sendiri dengan tegas dinyatakan sebagai demokrasi politik dan
demokrasiekonomi, sebagairnana yang dirnanatkan dalam UUD 1945.

Karena itu seharusnya sejak awal lndonesia merdeka, telah
nrenempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari proses
pernbangunan khususnya pembangunan ekonomi. Dengan demikian strategi
dan kebijakan pembangunan ekonomi haruslah nnenuju kepada kemaslahatan
bersama. Fijakan ini tentu saja bukan hanya karena keadilan sosial
merupakan prasyarat untuk sebuah kebutuhan, tetapi juga realltas bahwa
bumi lndonesia dihuni oleh berbagai macarn kultur, adat, agarna dan etnis
yang beragam, sehingga tanpa ada tali keadilan sosial, niscaya keberagarnan
tersebut mudah menyulut keretakan.
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Nirffiun' de'fHrli'rearifas perjaanan pembangunan yang dil'aksaneRan
melalui berbagai tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) di
era Orde Baru, pada satu sisi menunjukkan kemajuan dengan indikasi
mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang rnenakjubkan dengan rata-rata
pertumbuhan sekitar 7a/o per tahun. Tetapi di balik laju pertumbuhan yang
tinggi itu, kita juga mencatat berbagai ketimpangan sosial dan ketimpangan
ekonomi di mana masih terdapat angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Harus diakui bahwa sejak dilaksanakannya pembangunan di
Indoensia, jumlah penduduk miskin selama periode 1976-1996 turun secara
drastis. Pada tahun 1976 dari sebesar 54,2 juta jiwa (40,1%) menjadi 40,6 juta
jiwa (26,9%) pada tahun 1981. Fada tahun 1990 jumlah tersebut turun lagi
menjadi 27,2 juta jiwa (15,%), dan menjadi sejumlah 22,5 iula jiwa (11,6%)
pada tahun 1996.1

Namun dengan terjadinya krisis ekonorni yang terjadi pada
pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin
(berdasarkan data bulan Desember 1998) meningkat tajam menjadi 49,9 juta
jiwa atau 24,230/0 dari total penduduk (17,6 ju-ta jiwa atau 21,92a/o di perkotaan
dan 31,9 juta jiwa atau 24,23o/o di pedesaan).2

Dari data kerniskinan yang dituiis oleh Sutyastie Soernitro Reni dan
Prijono dengan berdasarkan sumber dari BPS 1998, jumlah penduduk miskin
di lndonesia rnencapai 36,5 juta orang, terdiri dari 11,6 juta orang penduduk

kota dan 24,9 orang penduduk desa.3. Dengan demikian pembangunan yang

dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat belum mencerminkan
pelaksanaan demokrasi ekonsmi yang lebih rnengutamakan pola

kekeluargaan dan kegotong-royongan menuju keadilan sosial.'
Karena itulah dalam penulisan ini akan nnengetengahkan

pernrasalahan, bagalmana landasan pemikiran maupun pelaksaannya

Demokrasi Ekonomi serta dalam perspektif UUD 1945 pasca amandemen.

B. PEMBAHASAN.

{. Landasan Pemikiran Demokrasi Ekonorni"

Demokrasi yang akan dikembangkan dalam negara kesatr.lan Republik

lndonesia adalah demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonorni,
sebagaimana yang tercermin dalam Fasal 33 UIJD 1945. Oleh fhe founding
fathers kita, bahwa corak dari demokrasi politik dan demokrasl ekonoml itulah
yang ingin dikembangkan di lndonesia, sebagaimana yang dinyatakan or*n 

-,*-

] Komite Penanggulangan Kemiskinan,Buku Pedoman, Jakarta, 2002, hal. 6'
'lbid.
3 Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono liptoherijanto, Tren Dalam Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di
lndonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal" 5.
1 Mubyarto memberikan definisi keadilan sosial adalah : suatu keadaan atau suasana kehidupan

masyirakat di mana setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip

keadilan yang dianggapp berlaku dan disetujui oleh seluruh anggota masyarakat.
Mubyarto, AeOeraii Ciri Oan Ladasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasr/a, dalann Sistem Ekonomi Dan

Demoknsi Ekonomi, LJI Press, Jakarta, 1985, hal. 151.
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Soekarno maupuR Mohammad Hatta. Dalam pandangan Soekarno rnengenai
corak demokrasi bagi bangsa lndonesia sebagaimana yang dikutip oleh Sritua
Arief menyatakan, bahwa demoknasi kita adalah 'Sosio-Demokrasi' yang
berintikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi,s dengan bertitik tolak
dari Sosio-Nasionalisme dan Sosis-Demokrasi, di mana Sosio-Nasionalisme
adalah nasionalisme-masyarakat dan Sosio-Demokrasi adalah demokrasi-
masyarakat.

Oleh Moh Mahfud MD dikatakan, bahwa di samping pandangan
demokrasi tersebut di atas, Soekarno ternyata mengadopsi dua faham negara
hukum sekaligus, yaitu faham negara hukum formal/negara sebagai wasit
yang netral atau penjaga malamlnachtwachtersstaat dan faham negara
hukunn material/negara kesejahteraanlnegara berperan aktif untuk
rnem bang u n kesej ahteraan sosial I welf are state).4

Dari pandangan Soekarno yang diuraikan di atas, dapat dilihat darl
dua sisi, pertama, nevolusi nasional untuk mengenyahkan kolonialisme dan
irnperialisnne asing dan sisi kedua, revolusi sosial untuk mengoreksi strr,lktur
sosial-ekonorni yang ada di dalam masyarakat.

Lebih jauh dikatakan, bahwa kemerdekaan bukan untuk kepentingan
kemerdekaan itu sendiri, tetapi kemerdekaan adalah merupakan syarat untuk
rnelakukan koreksi yang fundamental dalam tatanan sosial dan tatanan
hubungan ekonomi di dalam masyarakat.s

Sedangkan Moharnmad Hatta sebagai Bapak Eksnomi Kerakyatan,
berpandangan mengenai pembangunan demokrasi ekononni yang dilatar
belakangi pemikiran oleh kondisi kesejahteraan masyarakat, sebagian besar
kehidupan rakyat lndonesia dalam tata hubungan ekonomi yang bersifat
eksploitatif pada zarnan kolonial Belanda di lndonesia dalam praktek

3 Sritua Arief, Ekanomi Kerakyatan lndonesia, Mengenang Bung Hafta Bapak Ekonomi Kerakyatan
I ndonesia, UMS, Surakarta, 2902, hal. 32.
o Moh Mahfud MD, Demokrasi Dan Kanstitusi Di lndonesia, Studi Tentang lnteraksi Politik Dan Kehidupan
Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 36" Lebih lanjut Soekamo mengemukakan
pandangannya mengenai paham demokrasi pluralistik atau yang dalarn perspektif negara hukum dikenal
negara hukurn fsrmaVnachtwachferssfaaf (negara hanya sebagai wasit yang netral atau penjaga rnalam)
dan faham welfare sfate atau negara hukum material (negara berperan aktif untuk membangun
kesejahteraan sosial) yang lebih bersifat organistik, dengan rnenyatakan : 'Maka prinsip kita harus : Apakah
kita mau ln donesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, yang semua orang cukup makan, cukup
pakaian, hidup dalam kesejahteraan, dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang, pangan
kepadanya?
Mana yang kita pilih Saudara-saudara?. .,langan Saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat
sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini.
Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan adalah parlementaire domocrade. Tetapi
tidak di Eropa justru kaum kapitaiis merajalele?..... Tak lain dan tak bukan adalah yang dinamakan
democratie di sana itu hanyalah politieke democratie saja, semata-mata tidak ada socia/e rechfuaardigheid
- tak ada keadilan sosial, tidak ada ecanamische democratie sama sekali....
Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaklah bukan demokrasi Barat, tetapi
pemqusyawaratan yang memberi hidup, yakni politieke economische democratie yang mampu
mendatangkan kesejahteraan sosial.
Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan
pelrnusyawaratan palitieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat
mewujudkan dua prinsip '. Politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid".
lbid., hal.36 - 37.
s lbid.
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'mindering6 dengan rente yang sernata-mata riba. Kernudian pemikiran
tersebut tertuang dalam Pasal 33 UUD 19457 beserta Penjelasannya
(sebelurn diamandemen) sebagai bentuk demokrasi sosial, yang rnencakup
demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, di mana keadilan sosial menjadi
tujuan utama. Kedaulatan rakyat lndonesia tidak terlepas dari tujuan inheren-
nya, yaitu keadilan bagiseluruh rakyat (keadilan sosial).

Dengan demikian demokrasi ekonomi adalah suatu situasi
perekonomian di mana "produksi dikerjakan oleh sennua, untuk semua, di
bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat". Yang
diutamakan dalam demokrasi ekonomi adalah perwujudan kemakmuran
masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang.

Secara terinci, pengertian singkat dernokrasi ekonomi itu dapat
dijabarkan menjadi '. Pertama, demokrasi ekonomi menghendaki keikutsertaan
seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi. Artinya, dalam rangka
dernokrasi ekonomi, setiap tenaga kerja lndonesia diupayakan rnemiliki
pekerjaan, sebagaimana yang diarnanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

"Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan". Kedua, demokrasi ekonomi menghendaki
keikutsertaan seluruh anggota rnasyarakat da!arn menikmati hasil-hasil
produksi. Artinya, dalam rangka demokrasi ekonomi, setiap warga negara

u Sritua Ariet, op.cit., hal. 106. Lebih lanjut Mohammad Hatte menyatakan : Yang hendak persoalkan di sini
ialah kedudukan soal usaha ekonomi dalarn masyarakat kita. Kaurn produsen sebagian yang terbesar
terdiri daripada bangsa kita. Konsumen dernikian pula. Akan tetapi kaum distributor terdiri daripada bangsa
asing dan inilah satu pokok yang penting yang menl'adi sebab kelemahan ekonomi rakyat kita.
Kita perhatikan kedudukan produksi. Di sini tarnpak oleh kita, bahwa penghasilan kita amat terpecah-pecah
dan sama sekali tidak mempunyai susunan yang sederhana. Di mana-mana terdapat produsen yang kecil-
kecil, bekerja dengan hampir-hampir tidak berpokok. Dengan keadaan yang demikian yang seperti ini
mudah kena jerat si lintah darat dalam desa. ltulah sebabnya maka tani kita hanya menjacli tukang tanam,
sedangkan buahnya sudah orang asing yang empunya. Dengan jalan voorschof atau piutang si tukang
'mindering'sudah mempunyai hak milik atas padi yang masih di batangnya dan ata$ pohon yang nnasih
muda dalam kebun. /brd
Dalam uraian yang lain dikatakan, keadaan ekonomi rakyat yang begitu meiarat tidak dapat ditolong
dengan mengadakan bank-bank partikulir dengan cap 'nasional', tidak dapat diperbaiki dengan
mengadakan perkumpulan anti riba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsur-angsur dengan
mernberi suasana kepada produksi dan konsumen, bahwa ada kodrat yang bertentangan sepanjang jalan
yang ditempuh oleh suatu barang dari daerah produksi ke ternpat konsumsi. Satu kodrat yang datang dari
pihak produsen dan konsumen untuk menyingkirkan kaum dagang, yang buktinya rnemahalkan harga.
Kodrat ini dinamai orang dalam bahasa Jerman 'Ausschaltungtendenz'. Haluan rnenyingkirkan, dan satu
lagi kodrat yang timbul dari pihak kaum dagang untuk memasukkan dirinya ke dalam proses penghasilan
dengan usaha, supaya ia dapat menguasai jalan di antara produksi dan konsumsi. Kodrat ini bemama
'Einschattungtendenz' ke dalarn ekonorni kita. lbid. hal. 35.
' Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pernilikan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kernakmuran orang-seorang. Sebab itu,
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan
yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai
oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang
banyak ditindasnya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang"
Bumi dan air dan kekayaan alarn yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.
Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat'
Sri-Edi Swason o, Demakrasi Ekonomi, Ketefuaitan Usaha Partisipatff vs Konsentrasi Ekonomi, Kopkar
Dekopin, Jakarta, 1990, hal.9.
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lndonesla harus rnendapat bagian darl kegiatan produksi yang berlangsung di

lndonesia. Hal ini sejalan dengan anranat Pasal 34 l"'UD 1945 : "Fakir miskin

dan anak-anak 
- y**O tirlantar dipelihara oqn negara. Kgtiga'

penyelenggaraan fi*O-ufti dan pernbagian hasil-hasilnya itu harus

berfings'irig di nawarr pimpinan atau-pernilikln anggota-anggota masyarakat'

Irtinyui, tef,as dari siapa yang melakukan produksi, perusahaan negara,

koperasi, atau perusahaan swasta, usaha besar, usaha rnenengah' atau

usaha kecil, anggota-masyarakat harus menjadi subyek dalam perekonomian

lndonesia.
tsahkan penempatan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pasal ekonomi yang

berada di dalam gab XV UUD 1945, berjudul 'Kesejahteraan Sosial"

Gilhr OlamanCemen). Di sini. menunjukkan i.Oanya 
kesadaran yang tinggi

rnenernpatfan pasai eXononri ini di dahm cita-cita kesejahteraan sosial'

Artinyr,'pernbangu^"r-*Lonomi 
'!ndonesia harus bertitik tolak dan berorientasi

paAa kelejahterian soslat bagi seluruh rakyat lndonesia. Dengan

O"*ifirn, politik dan- stnategi sosial ekonomi lndonesia tidak bisa tidak,

haruslah untuk menciptakan kesejahte!'aan sosial' Sedangkan ksejahteraan

sosiat tercapai hanrya apabila tercapai keadilan sosial'.

2. Fennbangunan lndonesia Dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi'

Keberhasilan pembangunan lndonesia di era orde Baru pernah

mendapat pujian y.ndi.l"t"nglari para kalangan birokrat, negara donor, dan

lembaga keuangan lnuftilatlral dengan rnenempatkan lndonesia sebagai

nug"ii' i"Oustri 6aiu fie*ty industrialized countrys) dan 'macan baru Asia"

b"r-.rrn"_rama singapura, iaiwan, Hong Kong dan Korea selatan.
pembanguri"n O".gua lndonesii yang terjadiselama tiga dasa warsa

di era Orde tsaru dengan-melalui tahapan-tahapan Rencana Pembangunan

ii*" Tahun tnepefital, telah ber'hasil mengangkat lndonesia dari

[*t*rprruX"n 
"X*nu*i, 

O'an menunjukkan kemajuan yang cukup berarti'

ttramun ternyata ***iflXi sejumlah 
-kelemahan 

dan masalah, karena tidak

memiliki fundameni"l V*og kuat, sehingga krisis ekonomi yang semula dipicu

oleh krisis rri1ai tukar, teinyata qlarnptl merontokkan fugrdamental ekonomi

yang setrlLlla rnendapat banyak pujian'

selania 32 tahun rn*ngatami laiu perturnbuhan yang nnelakjubkan

dengan rata-nata-p*rturnnuihan sekitar-7% pertahun. Tetapi di bali$< taju

petumbul-lan yang tioggl itu, kita juga rnencatat berbagai ketimpangan sosial

dan ketirnpangan enoilIrni yang eut<up mencolok'8

KesejahteraanSosia/SebagalOnenfasiFembangunan^/as'bnel
dalam Bung uana sapa,i'xediutalan Ral<yat, Yayasan Hatt9, Jakarta, hal .69' l-ebih laniutr dikatakan :

Laporan UNDp mengetii -t"ir* lndanesia dalam lndeks Pembangunan lnsani (Human Developnzent

Index; Tahun zool, memnuai kita terserrtak. Jika pada tahun 1960-an kita.sama dengan Korea Selatan'

danpadatahunlszo-an-r,l"r"v.irrnernintabantuangurudari-lndonesia'padatahun2001'status
NOo|"i"riu dalam FlDl ternvata beiada pada peringkat ke-102 dari 162 negara dunia.

peringkat itu lebih tunO"'1t Juii Viutntt yang [erada pada peringkaf tO1, dan jauh lebih rendah dari

Mataysia yang berada ciirlttgk"i ii-56, s'"'tiiautt lebitr rendah pada peringkat Jepang yanE berada pada

peringkat kesembilan.
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Dengan fenomena di atas, menunjukkan ada sesuatu yang salah
dalam menerapkan dernokrasi ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan,
walaupun kita masih komitnren akan melaksanakan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen, namun ternyata derap langkah pembangunan untuk
mensejahterakan masyarakat masih Jauh panggang dari api'/belum dilandasi
dengan roh-nya Pasal 33 UUD 1945.

Oleh Mansoer Fakih, pembangunan dengan pola Repelita yang
dilaksanakan lndonesia sepenuhnya mengimplementasikan teori
pembangunan kapitalistik yang bertumpu pada ideologi dan teori modernisasi
dan adaptasi serta implementasi teori pertumbuhan.e

Sebagaimana telah disinggung di atas, pertumbuhan ekonorni cukup
tinggi namun terdapat kesenjangan yang kaya dengan yang miskin cukup
besar, artinya pembangunan belum mengimplementasikan Pasal 33 UUD
1945 yang bertujuan untuk kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat lndonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan semala era Orde. Baru, ternyata
hanya berhasil nnewujudkan kesejahteraan untuk sekitar 10 - ZAa/o penduduk.
Hampir 80 - 2A% rakyat lndonesia rnasih hidup dalam keadaan miskin di
bidang ekonomi dan sosial.lo

Dari sebagian besar yang dapat menikmaii kesejahteraan itu ternyata
dari konglomerat maupun para usahawan yang menerima fasilitas dani
penguasa sehinga menumbuh suburkan hubungan 'sistem keluarga' bukan
'sistem kekeluargaan' sebagaimana yang diamanatkasn Pasal 33 UUD 1945,
dan tumbuh suburnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena
itulah pada saat dilaksanakan amandemen UUD 1945, maka ada sernentara
pihak yang menghendak perubahan total mengenai Fasal 33 dan sernentara
yang lain menghendaki tetap dipeftahankan.

3. Amandemen Pasal 33 UUD 1945 $ebagaiJalan Kornprorni.

Dalam proses amandemen Pasal 33 UUD 1945 telah terjaditolak tarik
pemikiran perlu dan tidaknya Pasal Fasal 33 LJUD 1945 ciiamandenren
sebagairnana yang dikatakan oleh Dawam Rahardjo: Dalanr pembahasan
baik di dalam maupun di luar MPR ada beberapa gagasan besar yang ingin
dimasukkan ke dalam UUD. Di bidang politik ingin ditumbuhkan gagasan-
gagasan demokratisasi politik dan pemerintahan. Sedangkan di bidang
ekononni, muncul berbagai gagasan. " Ada dua pandangan yang

t Mansour Fakih, Runfuhnya Teoi Fernbangunan Dan Globalisasr, lnsist, Yogyakarta, 2001, hal. 55. Hal
tersebut mendasarkan pada teori perturnbuhan Rostov, dengan menjelaskan lima tahapan pembangunan

ekonomi dengan tahapan : pertama masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi

tinggal landas, lantas diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan,

dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang disebutnya
sebagai masyarakat konsumsi masa tinggi {high nass consumption).
fo Hamzah llaz, Op.ait.
tt Dawam Rahardjo, Evaluasi Dan Dampak Amandemen IJIJE 1945 Terhadap Perekonomian Di Indonesia,
dalam Evaluasi Kritis Atas Amandemen UUD 1945, UNlStA, Yogyakarta, 20C3, hal. 240. Lebih lanjut
dikatakan '. Peftama, mengenai gagasan liberalisasi dan marketisasi sistem perekonomian. Kedua,
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bertentangan secara diametral.l2 Pertama yang rnenghendaki perubahan
rumusan total pada Bab Kesejahteraan sosial, khususnya Fasal 33 untuk
diganti dengan rumusan baru. Rumusan baru itu mengarair kepada liberalisasi
sistem ekonomi khususnya meminimalkan dan nnemarjinalkan peranan negara
di satu pihak dan diadopsinya sistem pasar yang kompetitif dan globaliJasi.
sejumlah ekonom menolak 'asas kekeluargaan' yang dianggap suoan tioak
relevan, untuk diganti dengan asas lain misalnya 'pasar bLrkeadilan' atau
setidak-tidaknya sistem 'pasar sosial' (sacial market economy). salah satu
alasannya adalah bahwa 'asas kekeluargaan' selama orde Baru telah
melahirkan KKN. Kedua, kelompok yang menghendaki pelestarian rumusan
Pasal 33 walaupun rnenyetujui tambahan ayat-ayat yang merupakan
perkembangan pemikiran baru, karena dalam kenyataannya fasal teisebut
belum mencakup umpamanya gagasan mengenai lingkungan hidup,
pembangunan yang berkelanjutan atau hak-hak dan perlindungan konsumen
dan globalisasi.

Antara pihak yang menyetujui dan menolak asnandemen terjadilah
kompromi, dan kemudian dari arnandemen tersebut menghasilkan judul dalarn
Bab XIV yang semula 'Kesej.ahteraan Sosial' menjadi 'Perekonomiin Nasional
Dan Kesejahteraan sosial' 13, sedangkan pasar-gg cari yang semula hanya
terdiri 3 ayat setelah dlamandemen nrenjadi S ayat.

sebagaimana yang dinyatakan Jimly Asshiddiqie, dalarn rangka
pelaksanaan agenda perubahan uuD, usul pencoretan perkataan aias
kekeluargaan' itu karena dianggap telah menjadi salah satu sebab tumbuh
suburnya praktek-praktek penyimpangan sejak awal kemerdekakan dan
apalagi di masa orde Baru. 'Asas kekeluargaan' terlalu abstrak maknanya,
sehingga penruujudannya dalam praktek cenderung mengundang penafsiian
yang mernberi pembenaran pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

memasukkan konsep-konsep etika pembangunan atau etika global, seperti kebersamaan, keadilan, dan
pembangunan berkelanjutan (susfarnab/e development). Ketiga, aspil'asi nasionalisme 

'ekonomi 
yang

dicerminkan dengan istilah kemandirian ekonomi dan kesatuan et<onomi nasional. Keernpat,lOe-loe negaiS
kesejahte raan (W'e If are St ate).
'' lbid.,hal.24A-241.tt Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie rnenyatakan : Pada pokoknya bab ini menggambarkan diterimanya
paham sosialisrne dalam perumusan cita kenegaraan dalarn konstitusi kita, diiamping prinsip-prinsif
dernokrasi yang populer di lingkungan negara-negara liberal. Hal ini dikaitkan dengan 

-ciadopjlfanny!
konsep 'welfare sfale'dalam UUD yang oleh Muhammad Hatta disebut sebagai konsei ,negara p"ngurr!;.
Jika negara kapitalis menganggap.kemiskinan dan perekonornian pada ulmurinya merupaka"n urusan-pasar
dan karena itu tidak perlu diurus oleh negara (pemerintah), maka dalam konsef'negara pengurus, (wetfare
sfate), pada intinya negara memang diharapkan turut bertanggung jawab untuk-mengint6rvensi pasar,
mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin itu. ltulah sebibirya maka UUD inidirumuskan satu
bab tersendiri tentang Kesejahteraan Sosial yang berisi dua pasa[ yaitu pasal 33 dan pasal 34.
Bandingkan dengan konstitusi negara-negara liberal seperti misalnya Amenika Serikat yang r"r" 

""["fitidak mengatur soal-soal perekonomian rakyat dalam konstitusi mengingal hal itu diarigg;p merupat<an
persoalan mekanisme pasar yang tidak perlu diatur oleh negara dan kaiena itu tldak p6iu'dicant,irLin
dalam konstitusi.
Jimly Asshiddiqie, KonsalidasiNaskah IJ|JD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi l-{ukum Tata
Negara Ul, Jakarta, 2002, hal. 55.
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Karena itu 'asas kekeluargaan' sering dlplesetkan dengan 'family sysfem'atau
asas keh"rarga.14

Dalan'l tambahan Pasal 33 ayat (4) tersebut tencantum prinsip-prinsip
kebersamaan, efisiensi, benkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kernandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional. Dalarn ayat (4) ini merupakan jalan tengah dalam rangka
melengkapi ketentuan ayat (1) yang berisi asas kekeluargaan yang usul
pencoretannya telah menimbulkan kontroversi yang luas dalam masyarakat.

Berkaitan dengan tarnbahan ayat (4) dalam Pasal 33 ini Mubyarto
menyebutkan, merupakan kekeliruan dalam amandemen Pasal 33 UUD 1945
adalah penambahan ayat (4) tentang penyelenggaraan perekonomian
nasional yang sudah disebutkan pada ayat {1) : Ferekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Alasan
penambahan ayat (a) ini rupanya sekedar mencari kompromi antara mereka
yang ingin mempertahankanr dan yang ingin rnenggu$ur asas kekeluargaan
pada ayat (1).15

to tbid., hal.55 - 56. Lebih lanjut Jirnly Asshiddiqie menyatakan : Lagi pula, dalam perekonomian, asas atau
prinsip itu sebenarnya dapat lebih tepat dikaitkan dengan prinsip-prinsip seperti 'efisrensi', pemerataan', dan
sebagainya yang pengertiannya lebih jelas dan tidak kontroversial. Namun kelompok lain berpendapat,
idealitas konsep asas kekeluargaan ,jangan dikacaukan dengan realitas penyimpangan daiam praktek.
Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisrne, sehingga
tidaklah farl untuk menjadikan konsep asas kekeluargaan sebagai kambing hitam. Fadahal, dalam
kenyataannya, konsep asas kekeluargaan itu sendiri selama ini irelurn cukup didalami maknanya yang
sebenarnya, serta belunr pernah rnendapat kesempatan yang $ungguh-sungguh untuk diirnplementasikan
dalam kenyataan praktek" Lagi pula, salah satu nilai yang paling hakiki terkandung di dalam asas
kekaluargaan itu adalah nilai demokrasi ekonomi yang jelas-jelas mencerminkan kreasi intelektual para 'the

founding fathers'berkenaan dengan gagasan kedaulatan rakyat lndonesla dalam kehidupan bernegara.
Penghapusan 'asas kekeluargaan'akan berimplikasi pada penghapusan gagasan kedaulatan rakyat iiu di
bidang ekonorni. Akibatnya dernokrasi lndonesia hanya akan tenarah pada pengetian dennokrasi politik yang
didasarkan atas paharn liberalisme dan individualisrne dengan segala keler'rahan, kekurangan dan distorsi
yang terdapat di dalamnya. Padahal 'the faunding fathers' sejak sebelun"l kemerdekaan sangat
mengideaikan upaya kreatif untuk di satu pihak rnengadopsikan contoh-c,rntoh yang dapat dipetik dari
pahann demokrasi politik yang liberal dan individualistis, tetapi di lain juga berusaha nrenutupi kekurangan
dan kelamahannya dengan mei'lgadopsikan contoh-contoh yang dapat dipetik dari paharn sosialisme.
Dengan perkataan lain, bangsa lndonesia tidak perlu menolak kapitaiisme secara ekstrim, tetapi juga tidak
perlu rnenolak sosialisrne secara ekstrim. Karena dalam kenyataannya kadua sistem berpikir tersebut terus
menerus saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain, dan selalu ada upaya umat manusia dalam
perkembangan sejarah untuk merumuskan jalan ketiga (fhe third way) yang dikembangkan dengan istilah
'social democracy'. Karena itu, muncul pula pandangan ketiga yang mengusulkan dilakukannya perubahan
dan perbaikan seperlunya atas keseluruhan rumusan Pasal 33 UUD ini. Akan tetapi, penyempurnaan atas
pengertian asas ini ataupun perubahan rumusan pasal itu secara keseluruhan, tidak harus dilakukan
dengan menghapuskan sama sekali perkataan asas kekeluargaan itu.
ibrd., hal. 56.
15 Mubyarto, Amandemen Pasat 33 UUD 1545 Yang Dipaksanakan, dalam Evalwasi Kritis Atas Amandemen
AUD 1945, UNlSlA, Yogyakarta, 2003, hal. 238. Lebih lanjut dikatakan : Mereka yang ingin menggusur
asas kekekuargaan rnemang bersernangat sekali rnernasukkan kata effsr'ensi (ekonomi) karena dianggap
asas kekeluargaan menolak sistem ekonorni pasar yang berprinsip effsrensr, padahai yang benar
perekonomian yang berasas kekeluargaan aiau berasas Pansasila tidak benarti sistern ekonomi 'bukan
pasar'. Masih untung dalam rumusan hasil amandemen ayat (4) kata etisierrsi disambunE dengan kata
berkeadilan, padahal rumusan aslinya adalah efisiensi berltedailan,"...dst. Tentu dapat dipertanyakan
apakah ada pengertian efisiensi berkeadilan atau sebaliknya efsr'ensi yangl tieiak berkedilan.
tbid.
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Asas kekeluargaan sebagai kedaulatan rakyat di bidang ekonomi
rnerupakan cerminan corak Dernokrasi Ekonom! clengan ciri positif maupun
negatifnya sebagaimana yarlg dieebutkan dalarn GBHtd 198316 adalah :

a)" Demokrasi Ekonon'li yang menjadi dasan pelaksanaan pembangunan
memiliki ciri*ciri positif sebagai berikut : (1). Perekonomian disusun
sebagai usaha bersarna berdasar atas asas kekeluargaan. (2). Cabang-
cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasasi oleh Negara. (3)" Bumi air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. (4). Sumber-sumber
kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan
Lembaga-lembaga Penryakilan Rakyat pula. (5). Warga Negara merniliki
kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai
hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (6). Fiak milik
perseorangan diakui danr pernanfaatannya tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan rnasyarakat. (7). Fotensi, inisiatif dan daya kreasi
setiap Warga l{egara diperkernbangkan sepenuhnya dalam batas-batas
yang tidak merugikan kepentingan uinrrm. (8). Fakir-rniskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh Negara.

b). Sedangkan dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindari ciri-cil'i negatif
sebagai berikut: (1). Sistem free fight liberalismlT yang menumbuhkan
eksploitasi terhadap rnanusia dan bangsa lain yang dalarn sejarahnya di
lndonesia telah menimbulkan dan mernpertahankan kelemahan struktural
posisi lndonesia dalam ekonomi dunia. (2). $istem etatisme dalam rnana
Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan seila
menciesak dan mernatikan potensl dan daya kreasi unit-unit ekonomi di
luar sektor Negara. (3). Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu
kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Kebijakan yang rnengarah pada pelaksanaan Dennokrasi Ekonorni ini
masih dimuat dalarn Tap. IMFR Nomor : XVI/MPR/1998 tentang : Politik
Ekonomi dalam rangka Denrokrasi Ekonorni. Dalam Tap ini sesara tegas dan
eksplisit disebutkan alasan diterbitkannya Tap tersebut sebagai benikut :18

t6 Tap MPR Nomor: IUMPR/19S3 tentang : Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
" Dalam pemahaman free fight liberalism ini Kwik Kian Gie menyatakan : Saya tidak menemukan satu pun
ketentuan yang anti kapitalisme, anti liberalisme, dan anti bekerjanya kekuatan pasardi UUD 1945, GBHN
maupuR di Pelita V. Yang tidak punya tempat adalah liberalisme dengan persaingan gontokan bebas atau
free fight liberallsrn. Untuk menghindarkan ciri dari tree frght liberalism dan kapiitalisme yang tidak benryatak
sosial, jelas kita perlu peraturan dan pengaturan yang cukup banyak. Jadi pengakuan dan pembenaran
terhadap kapitalisme, liberalisme, dan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar tidak berarti bahwa pemerintah
lalu sebaiknya jangan terlampau campur tangan. Sebaliknya, tanpa campur tangan pemerintah, bekerjanya
kekuatan-kekuatan pasar yang di dalamnya mengandung pemerataan, keadilan, dan demokrasi ekonimi
akan dirusak oleh mereka yang sedang dalam posisi untuk mau menangnya sendiri, dan tidak mempunyai
nilai-nilai etika.
Kwik Kian Gie, Analkr'sis Ekonomi Politik lndonesla, Grarnedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi
llmunEkonomi lBll, Jakarta, 1994, hal. 303 - 304.
18 Mubyarto, Prospek Otonomi Daerah Dan Perekonomian lndonesr'a, Fasca Krisis Ekonomi, BPFE,
Yogyakarta, 2001, hal. 152 - 153.
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a). Bahwa pelaksanaan amanat Dennokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 UUD 1945 belurn tenruujud.

b). Bahwa sejalan dengan perkernbangan, kebutuhan, dan tantangan
Pembangunan l{asional, diperlukaan keberpihakan politik ekononni yang
lebih membenikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi
rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah, sebagai pilar
utama pembangunan ekonomi nasional.

Mengenai pengertian Demokrasi Ekonomi ini, Kwik Kian Gie ternyata
mempunyai pandangan yang berbeda dengan menyatakan : Bahwa istilah
Demokrasi Ekonorni tidak terlampau lazim kita baca. Yang banyak kita baca
adalah istillah keadilan ekononni (economic justice atau econornio equity),
yang langsung dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Maka sangat sering
kita baca istilah 'kehidupan sosial ekonomi' atau perumusan 'so$ial ekonomi
suatu bangsa'. Kata 'demokrasi' lebih berkonotasi politik" lrlamun demikian
tidak berarti bahwa istilah demoknasi ekonomijelek. Bahkan tersirat di dalam
istilah ini adalah_perpaduan antara politik dan ekonorni yang menrang tidak
bisa di pisahkan.le

Bagaimanapun juga komitmen bangsa lndonesia dalarn
mernpertahankan Denrokrasi Ekonorni terlil'rat jelas dalernr hasil amandemen
Fasal 33 UUD 1945, di mana dalann tambahan ayat {4) disebut juga istilah
'Demokrasi Ekonomi'.
Dalam Fasal 33 ayat (4) berbunyi :

Perekonornian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersarnaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
benruawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimhanga'l
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tetapi istilah itu sebenarnya sudah ada dalam UUD 1945 yang as[i,
walaupun sebagai Penjelasan Pasal 33 ayat (1). lstiNah itu sehenarnya
merupakan penjelasan terhadap apa yang dimaksud oleh u*aha bersama

tt Kwik Kian Gie, Op.crt, hal. 302. Lebih lanjut ia rnenyatakan : $ecara populer dan garnbianag, dennokrasi
adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mengakui bahwa kekuasaan terlinggi ada di
tangan rakyat, dan yang harus nrenjasdi kenyataan adalah kehendak rakyat. fv'ielalui sistem perwakilan dan
kehidupan tata negara yang modern, kehendak rakyat lndonesia akhirnya bermuara dan terjelrna di dalam
UUE 134'5 dan GBHN. UUD 1945 dan GBI-IN hanya normatif sifatnya. &rlereka hanya menggambarkan
keadaan ideal yang dikehendaki oleh rakyat kita.
Maka timbul pertanyaan, apakah perlu ada penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok pikiran dan ketentuan
dari UUD 1945 dan GBHN untuk mewujudkannya?. Di sini beberapa aliran paham bermunculan. Ada yang
mengatakan bahwa kalau pemerintah tidak nnelakukan pengaturan dan peraturan apa-apa, perilaku rakyat
sebagai makhluk ekononni alau hamo ecanomicus akan dengan sendirinya membentuk kekuatan-kekuatan
di pasar sebagai tempat pertemuan dari pennintaan dan penawaran. Sebagai makhluk ekonomi mereka
akan mengejar yang terbaik baginya. Hanya mereka sendirilah, dan bukan pemerintah yang paling tahu apa
yang terbaik baginya.
Maka kekuatan-kekuatan ini akan berinteraksi melalui hukum-lrukumnya (weitrnatighedenJ sendiri, dan
dengan mekanismenya sendiri, sehingga semuanya akan rnenjadi seimbang, serasi, dan adil. Kehendak
rakyat akan menentukan jalannya melalui proses yang natural tanpa campun tangan pemerintah rnaka
timbullah ungkapan yang mengatakan bahwa least governmenf a besf governrnent, atau pemerintah yang
terbaik adalah pemerintah yang paling minimal. Timbul juga lelucon yang mengatakan bahwa pertumbuhan
ekonorni yang paling pesat adalah di malam hari, ketika pemerintah sedang tidur. Dengan demikian,
Dennokrasi Ekonomi akan tenrujud dengan sendirinya tanpa carnpur tangan penrerintah"
lbid.,hal.302 - 303.
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berdasarkaR asas kekeluargaan. Frinsip-prinsip di atas sebenarnya sudah
tercanturrl dalam Tap MPR yang ditetapkan pada masa orde Baru dan untuk
sebagian sudah dilaksanakarr sebagai koreksi terhadap strategi pertumbuhan
ekonomi. Sebenarnya selama Orde Baru telah terjadi dua arah perkernbangan
pemikiran. Di satu pihak, terjadi koreksi-koreksi terhadap strategi
pertumbuhan ekonomi dengan ide-ide kemandirian dan kesejahteraan. Di lain
pihak, terjadi pula perkembangan pemikiran ke arah liberalisasi dan
globalisasi ekonomi.

C. Kesimpulan.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa
kesimpulan:

1. Demokrasi Ekonomi sebagai amanat the founding fathers yang tertuang
dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan jiwa kekeluargaan/kegotong-
royongan sebagai jalan rnenuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat
lndonesia dalam pelaksanaannya ternyata masih Jauh panggang dari
api'. !-lal yang denrikian rnenirnbulkan kesan bahwa jiwa
kekeluargaan/kegotong-royongan yang termuat dalam Pasal 33 UUD
1945 nnenyebabkan tumbuh suburnya praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme, sehinga asas kekeluargaan kemudian diplesetkan rnenjadi
tam i ly sysfom/s istem kel uarga.

2.Dalam spektrum ideologi pasal-pasal ekonomi dalarn UUD yanE
diamandernen, nnasih memposisikan diri di tengah-tengah (fhe
centrist) daiam arti mengambil unsur-unsur yang dapat dlterirna baik dari
paham kapitalis maupun sosialis. Dalam arus liberalisasi ekonoml
ternyata pandangan fLrndamentalisme pasar (market-fundamentalism)
tidak diterinra, terbukti misalnya tidak ada istilah 'pasar' dalarn rrJrnusan
pasal yang diamandemen.

3" Fenambahan ayat 4 dalam Pasal 33 UUD 1945 yang rnerupakan upaya
kompromlstis telah nnengurangi wibawa pasal itu sendiri, karena
hilangnya kata koperasi dengan disetujuinya penghapusan seluruh
penjelasan UUD 1945.
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